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SALINAN 

 

 

 

 

 

KEPUTUSAN  

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

 

NOMOR 139 TAHUN 2022 

 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN 

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 104 TAHUN 2021 

TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI LEMBAGA KEBIJAKAN 

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

 

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, 

 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pembaruan daftar 

anggota Unit Pengendalian Gratifikasi Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu 

penyempurnaan terhadap susunan keanggotaan Unit 

Pengendalian Gratifikasi Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah; 

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang 

Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 

104 Tahun 2021 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4150); 
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2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6409); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 

4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 

Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 314); 

5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 

2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438); 

6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Pelaporan Gratifikasi Di Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 70); 

7. Peraturan    Lembaga    Kebijakan    Pengadaan    Barang/ 

Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 77); 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN 

BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN 

KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN 

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 104 

TAHUN 2021 TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI 

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA 

PEMERINTAH. 
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SUSUNAN KEANGGOTAAN  

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI 

 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  

 

 

No. 
Kedudukan 

Dalam Tim 
Nama Unit Kerja Eselon II 

1. Penanggung 

Jawab 

Hermawan Inspektorat 

2. Ketua Angga Widita Amirul Inspektorat 

3. Anggota 1. Yohanes Chrisostomus 

Catur Pamungkas 

Inspektorat 

2. Ishamuddin Ahmad 

Syahid 

Biro Perencanaan dan 

Keuangan 

3. Ivana Suprapto Biro Hukum, Organisasi 

dan Sumber Daya 

Manusia 

4. Haniyah Berliana Putri Biro Hubungan 

Masyarakat, Sistem 

Informasi dan Umum 

5. Andy Purwa Sejati Direktorat Pengembangan 

Strategi dan Kebijakan 

Pengadaan Umum 

6. Frama Nugraha Direktorat Pengembangan 

Strategi dan Kebijakan 

Pengadaan Khusus 

7. Hajeng Hayu 

Wandhira 

Direktorat Pengembangan 

Iklim Usaha dan 

Kerjasama Internasional 

LAMPIRAN  : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA 

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA 

PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN 

KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA 

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN 

BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 

104 TAHUN 2021 TENTANG UNIT 

PENGENDALIAN GRATIFIKASI LEMBAGA 

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA 

PEMERINTAH 

NOMOR : 139 TAHUN 2022 

TANGGAL : 23 MEI 2022 
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No. 
Kedudukan 

Dalam Tim 
Nama Unit Kerja Eselon II 

8. Rahmah Febrina Direktorat Perencanaan, 

Monitoring dan Evaluasi 

Pengadaan 

9. Mega Chandra Sera Direktorat Pengembangan 

Sistem Katalog 

10. Yudhianto Dwi Andika 

Putra 

Direktorat Pengembangan 

Sistem Pengadaan Secara 

Elektronik 

11. Muhammad Darwis 

Rambe 

Direktorat Pengembangan 

Profesi dan Kelembagaan 

12. Tri Angga Putra 

Pamungkas 

Direktorat Sertifikasi 

Profesi 

13. Nuraini Darmastuti Direktorat Advokasi 

Pemerintah Pusat 

14. Astri Erviana Direktorat Advokasi 

Pemerintah Daerah 

15. Yogie Prastiyans Direktorat Penanganan 

Permasalahan Hukum 

16. Rizky Arimawati Pusat Pendidikan dan 

Pelatihan Pengadaan 

Barang/Jasa 

 

 

 

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN 

PENGADAAN BARANG/JASA 

PEMERINTAH, 

 

                 ttd 

 

ABDULLAH AZWAR ANAS 
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